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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

1.

TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023
BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka perlu membentuk Tim
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten
Tabalong Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi
Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 171);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor
11};

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat
Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut:



KETIGA

KEEMPAT

. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan

Kewaspadaan Dini Pemerintah  Daerah Tingkat Kabupaten
Tabalong;

. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan

mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari
Forum Kewaspadaan Dini masyarakat Tingkat Kecamatan dan
berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa
timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di
Daerah;

. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan dan Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat di Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan
Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya
Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah yang
dapat mengancam stabilitas nasional; dan

. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan

kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan
Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan
Gangguan di Daerah,;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung ;
pada tanggal /¢ 7@érvers 2023,

/i\’BUPATI TABALONG, V]@

)

ANANG SYAKHFIANI &

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

3. Kepala Badan Intelijen Negara Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

4. Camat se Kabupaten Tabalong.

5. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ¢¥4 /2023

TANGGAL b Fdouard 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO JABATAN DALAM JABATAN DALAM
' DINAS TIM
1. | Bupati Tabalong Ketua
2. | Kepala Satuan Intelkam Polres Tabalong Sekretaris
3. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggota
Kab. Tabalong
4. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong Anggota
5. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong Anggota
6. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota
Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong
7. | Perwira Seksi Intel Kodim 1008 Tanjung Anggota
8. | Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kab. Anggota
Tabalong
9. | Ba Intel Tim 3.3 BKI/C Kodam Deninteldam Anggota
VI/Mulawarman
10. | Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Anggota
Selatan Pos Daerah Kab. Tabalong
‘ 11. | Ba Lid Bidang Idieologi, Politik, Sosial, Anggota
| Budaya, Pertahanan dan Keamanan Badan
| Intelijen Strategis TNI Wilayah Kalimantan
| Selatan
12. | Kepala Pos Polisi Militer Tabalong Anggota
13. | KBO Satuan Intelkam Polres Tabalong Anggota
14. | Bati Intel Kodim 1008 Tanjung Anggota
15. | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Anggota
Daerah Kab. Tabalong
16. | Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Anggota
Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
17. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggota
Kab. Tabalong




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kab. Tabalong

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan
Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Tabalong

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Tabalong (Muhammad Yusuf,
SKM / NIP. 19730512 199303 1 003)

Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Tabalong (Fatmawati,S.Sos/
NIP.19730208 199303 2 005)

Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan
Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Tabalong

Staf Sub Bidang Penanganan Konflik pada
Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

Staf Operator Sub Bidang Kewaspadaan Dini
dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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